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Abstrak
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober

1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Ada pihak yang berpendapat

bahwa perkawinan antaragama belum diatur dalam UU No. 1/1974, padahal pasal 2 ayat (1) UU tersebut

memberi perumusan tentang perkawinan antaragama. Kasus perkawinan antaragama inilah yang penulis

bahas melalui studi kepustakaan dan studi lapangan serta studi perundang-undangan yang khusus membahas

tentang perkawinan, baik dari sudut hukum agama maupun hukum negara disertakan pula komentar para

pakar hukum yang pernah diwawancara dan dimuat di media baik majalah maupun surat kabar. Skripsi ini

bermaksud mencari jawaban persoalan perkawinan antaragama, apakah dapat dipandang sebagai suatu

perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun menurut nukum negara. Ataukah sebetulnya

hanya suatu keabsahan yang semu belaka alias tidak sah. Pada bulan Agustus 2002 terjadi suatu perkawinan

antara seorang penyanyi beragama Islam dan seorang laki-laki beragama Kristen. Untuk mencari keabsahan,

mereka membuat akta perkawinan di Australia, pulang ke Indonesia akta didaftarkan ke Catatan Sipil

Bekasi. Petugas Catatan Sipil mencatatnya karena akta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang

berlaku di Australia. Mengamati semua proses yang ditempuh itu, pada akhir penulisan diperoleh

kesimpulan, dipandang dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan

antaragama adalah perkawinan yang dilarang oleh hukum agama dan karenanya merupakan perkawinan

yang tidak sah. Kesimpulan ini tentunya selaras dengan penjelasan perumusan pasal 2 ayat (1) UU No.

1/1974, yakni tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya. Sekiranya dapat diterima oleh

pihak yang berkepentingan, penulis menyarankan bahwa beda agama sama sekali tidak menghalangi orang

untuk bersahabat dan bekerjasama, namun sangat menghalangi atau melarang untuk mewujudkannya dalam

sebuah perkawinan.
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